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ABSTRAK 
 
 Dalam hubungan antara debitur dan kreditur dalam hal utang piutang 
berbagai hal dapat saja terjadi, mulai dari keterlambatan membayar utang oleh 
debitur sampai kepada ingkar janji atau wanprestasi, bahkan dalam perjalanannnya 
ada sebagian nasabah yang tidak mampu lagi membayar angsuran, dan meminta 
kepada kreditur atau pihak bank untuk menunda pembayaran angsuran tersebut, 
sampai kondisi keuangan nasabah normal.  
Pada dasarnya debitur dapat mengajukan permohonan kepada pihak bank 
untuk menunda pembayaran utang atau mengajukan permohonan untuk 
menurunkan suku bunga, hal ini dilakukan untuk membantu nasabah yang sedang 
dalam kesulitan keuangan untuk membayar angsuran, namun permasalahan yang 
timbul dari penundaan pembayaran hutang tersebut, adalah mengenai kewenangan 
debitur terhadap barang atau barang jaminan dalam perjanjian kredit tersebut. 
 Sebenarnya dalam penundaan pembayaran utang tersebut debitur tidak 
dibenarkan untuk memindahtangankan jaminan kepada pihak lain, baik bangunan 
rumah atau tanah atau benda lainnya yang menjadi jaminan, namun ketika penulis 
mengadakan observasi lapangan disalah satu perusahaan pembiayaan swasta, ada 
suatu temuan yang menurut penulis tidak sesuai dengan konsep perbankan yang 
sudah diatur pada Peraturan OJK No 11/POJK.03/2015, dengan begitu penulis 
tertarik untuk meneliti temuan tersebut. Dari uraian diatas, maka penulis mencoba 
mengarahkan penelitian ini kepada salah satu perusahaan perbankan yaitu Bank 
Mandiri Cabang Dumai, dan membatasi ruang lingkup rumusan masalah menjadi 
dua bagian, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kewenangan debitur dalam keadaan penundaan kewajiban 
pembayaran utang pada Bank Mandiri Cabang Dumai? 
2. Bagaimana kewenangan kreditur terhadap debitur dalam keadaan penundaan 
kewajiban pembayaran utang pada Bank Mandiri Cabang Dumai? 
 Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah, Untuk mengetahui 
yang menjadi kewenangan debitur dan kreditur dalam penundaan kewajiban 
pembayaran utang pada Bank Mandiri Cabang Dumai. Seterusnya jenis penelitian 
yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum sosiologis, 
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuka jalan bagi peneliti untuk 
mengadakan penelitian atau kajian yang mendalam, sementara populasi dan 
sampel yang penulis jadikan dalam penelitian ini adalah, Bagian Keredit, 
pemasaran, dan nasabah yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran 
hutang di Bank Mandiri Cabang Dumai, dan teknik yang dijadikan penulis dalam 
pengamilan sampel adalah dengan menggunakan metode purposive sampling, 
untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis 
menggunakan teknik observasi, wawancara dan study kepustakaan, dan adapun 
metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif. 
 Dari hasil penelitian yang di dapatkan di lapangan, antara lain adalah 
debitur atau nasabah dapat mengajukan penghitungan ulang utangnya untuk 
memperkecil angsuran, dalam masa ini terjadi penundaan pembayaran utang. 
Kemudian nasabah dapat mengajukan perubahan terhadap tanggal jatuh tempo 
yang disesuaikan dengan kondisi keuangannya, dan dalam masa penundaan 
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pembayaran utang tersebut nasabah dapat menggunakan barang jaminan, serta 
nasabah berhak untuk memberitahukan kepada pihak bank pada saat membayar 
angsuran setelah dilakukan perhitungan ulang terhadap utangnya. Kewenangan 
kreditur terhadap debitur dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang 
pada Bank Mandiri Cabang Dumai, antara lain adalah pihak bank selaku kreditur 
berhak untuk melakukan survey ke tempat tinggal nasabah dan melihat kondisi 
yang sebenarnya, dan pihak bank juga memastikan bahwa barang jaminan tetap 
utuh seperti semula, serta melarang debitur untuk tidak memindahkan barang 
jaminan kepada pihak lain, seperti dijual, disewakan, digadaikan dan sebagainya. 
Kemudian pihak bank juga berhak memperingatkan nasabah agar 
memberitahukan kondisi yang sebenarnya kepada pihak bank. 
